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BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR /0 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 (2) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pemngganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Mukomuko tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2026;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma
dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4266);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

S. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);
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12,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34,
Tambahan Lembaran Nomor 2854);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2029 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 435);

15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu
Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun 2023 Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko
Tahun 2012 Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah  Kabupaten @ Mukomuko Tahun  2025-2045
(Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2024
Nomor 6);

19. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 14 Tahun 2025
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Bengkulu Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun 2025 Nomor 14 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Bupati adalah Bupati Mukomuko

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
otonom.



10.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah DPRD Kabupaten Mukomuko.

. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat

RKPD adalah Rencana Pembangunan tahunan daerah yang
merupakan dokumen perencanaan Pembangunan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

. Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah

Perngkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggran/Pengguna Barang.

. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau

selanjutnya disingkat RAPBD adalah Rancangan keuangan
tahunan pemerintah daerah yang diajukan ke DPRD oleh
pemerintah daerah.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh DPRD dan Bupati dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,
belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya
untuk periode 1 (satu) Tahun.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2026 adalah
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Mukomuko untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026
yang dimulai dari tanggal 1 Januari dan berakhir 31
Desember 2026.

(2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi:

a. pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

b. pedoman dalam menyusun KUA Tahun 2026;

c. pedoman dalam menyusun PPAS Tahun 2026,

d. pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026;
dan

e. pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun
2026.



BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 3

RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2026 sebagaimana
dimaksud pada pasal 2 terdiri atas:

(1) Narasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam
lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini, dengan sistematika sebagaimana

berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB 11 : GAMBARAN UMUM DAERAH

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH

BAB VII : PENUTUP

(2) RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2026 sebagaimana
tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Uraian lebih lanjut RKPD Kanupaten Mukomuko Tahun 2026
dituangkan dalam APBD Kabupaten Mukomuko Tahun 2026,
serta sebagai bahan usulan ke APBD Provinsi Bengkulu dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
menelaah kesesuaian rencana kerja perangkat daerah
Kabupaten Mukomuko Tahun 2026, hasil pembahasan RAPBD
antara Pemerintah Daerah dan DPRD dengan RKPD Kabupaten
Mukomuko Tahun 2026.

Pasal 6

Program dan Kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah
Pusat maupun Pemerintah Provinsi Bengkulu yang dianggarkan
setelah ditetapkannya RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2026
dan belum tercantum dalam RKPD Kabupaten Mukomuko
Tahun 2026, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD
Kabupaten Mukomuko Tahun 2026.



BAB IV
PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 24 Juu 2025

BUP OMUKO,

CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 2 9¢ gy, 2025

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2025 NOMOR {O



PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOCR 10 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 202

KABUPATEN MUKOMUIKC)
TABUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

Jalan imam Bonjol Komplek Perkantoran
Pemerintah Kabupaten Mukomuko Kode Pos 38365




KATA PENGANTAR

puji scrta syukur kchadirat Allah SW
penyusun Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2026 ini dimaksudkan untuk mensinergiskan
pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan
memperhatikan perkembangan kedaaan asumsi kerangka ekonomi
daerah Tahun 2026 yang tidak sesuai dengan target yang
ditentukan, sehingga di mungkinkan perlu dilakukannya perbaikan

bhai it1l berizaitan dengan lolzaci dan/atau kelomnolz sssaran
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penghapusan kegiatan, ataupun kegiatan baru/alternatif yang
harus ditampung dalam RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2026

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko Tahun
2025-2029, guna peningkatan capaian kinerja dalam rangka
percepatan pembangunan di Kabupaten Mukomuko. Perubahan
berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku
yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tertanggal 22 Januari

2025 tentang Efisiensi Belania Pelaksanaan

s R a Pelaksanaan APBN/APBD Tahu

Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Rl Nomor 29 Tahun
2026tertanggal 3 Februari 2025 tentang Penyesuaian Rincian
Alokasi TKD Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, Surat Edaran
/833/5;j tertanggal 23

Februari 2025, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

~ TVmmanmr e Tl mam mmam ~ Thmomm b o s 3 am v wmn
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Jangka Menengah Daerah.

Dalam penyusunannya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah

dokumen perencanaan yang disusun untuk menjamin keterkaitan
dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam



tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
(R

Relania Daerah APRD}  vakni sebagai pedoman dalam

penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUPA} dan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
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pemangku kepentingan untuk bekerjasama, ikhlas, penuh

semangat dan percaya diri dalam melaksanakan seluruh kebijakan

Sekian dan terima kasih.

BUPATI

=

CHOIRUL HUDA




DAFTAR ISI

DAFTAR ISIL....cccceceeeeeee SN srenvessusersnsessnnersorenssssossisssssssve ik
DAFTAR TABEL.....cccccctcttessessessessascascescscescosssscssssssssssssssssscssase RY
DAFTAR GAMBAR ....cccccctiiitesectessessessnscssscssssessescssssssessessssesseses =i
BAB I ceciecceccccccsccsccscccsssssscscscsssssssssssscssssscsscssscsssscsscosscsss BAB I-1
PENDAHULUAN ........ SRR — e ssApR TR RaRASan R AR BAB I-1
1.1 Latatr BElaATIE. . .coxmmemsisinssassssisssnnsss spmmopuss somersumpnns BAB I-1
1.2 Hubungan Antar Dokumen ....................ccc..eceeenn....... BAB I-4
1.3 Landasan Hultum. .. oo smmmssmssossmnsngpsers BAB I-6
1.4 Makstid dafl TUJUAD .cosemscssavmmmmmmssnnmsmssssmsmpsms BAB I-8
I W 7 121 3 T R U ———————————————— BAB I-8

1.5 Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD .............. BAB 1-9
;7% 2 3 1 (R — ssassssesnsanannbseEoERIRRRSHR TS BAB II-1
GAMBARAN UMUM DAERAH .....cccocvvmrmnmnnnneranscncncnsee. BAB T1-1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah .................... BAB 1I-1
2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi..............cccoeeeennies BAB II-1
2.1.2 Aspek kesejahteraan masyarakat...................... BAB II-34
2.1.3 Aspek dava sa8i6g daeiall conmmemsmsromammrssrsamasenns BAB 11-63
2.1.4 Aspek pelayanan WM ....asssesmeenmyssememrmsnss BAB II-159
BAB III............. senneyshias Seivesssunis e T—— cesesees.. BAB III-1
KERANGKA EKONOMI DAERAHDAN KETTANGAN DAERAH........
.......... R ——— TR enmem—— . 7 % - %} § () |
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..........c.ccc.coeeennn.e. BAB III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah .........................o. BAB TI1I-1
3.1.2. Tantangan dan ['vospexk Derekonomian Daeral Tahun
2025 dan 2026 .....oeniiii e BAB IlI-16

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah..............c........... BAB III-22

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah  RBARII-23

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ....................... BAB III-35
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah................ BAB III-40
3.2.4 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan .....
BAB TV ..conussimsnmimmmnmsinnnsssins sunsusasecsnsssssamssssnisssasssassssssios BAB IV-1

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH...BAB IV-1

ifi



4.1 Visi dan Misi Kabupaten Mukomuko....................... BAB V-2

4.1.1 Visi Kabupaten Mukomuko ... RARIV-3
4.1.2 Misi Kabupaten Mukomuko..............oooin, BAB IV-6
4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan....................... BAB IV-10
4.3 Prioritas Pembangunan Daerah ........................... BAB 1V-130
4.4 Rencana Struktur Ruang Wilavah Kabupaten..... DAD 1V-180
4.4.1 Penetapan Kawasan Strategis..........c............. BAB IV-184
4.5 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Mukomuko...............
........................................................................... BAR 1V-185
BRAB W o occocisiiierveesennaivisvonnanssinsebinninsssetsnienasnssrassssnenvninnn BAB V-1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.......c.c....... BAB V-1
BAB VI cccosssevsovoass S EARS eSS AN SRR AN ER R A SRS RN SR SRS RNV SRS BAB VI-1
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAI DAERANI ..........c.
................................................................................... BAB VI-1
BAB VII c.ciscccssessssssssosssssssss sssrssenseses sussussessssrsperasase «esse.. BAB VII-1
PENU TR o ccicicacciciaricarmssnesairsisinnesssetennssescensssrrsicassnses ..BARB Vil-1

iv



Tabel 2.3

Tabel 2.4

Tabel 2.5

Tabel 2.6

Tabel 2.7

Tabel 2 R

N>

Tabel 2.9

Tabel 2.10

Tabel 2.11

Tabel 2.12

Tabel 2.13

Tabel 2.15

Tabel 2.16

Ti-1
Perkembangan Pertanian di Kabupaten Mukomuko
Tahun 2020-2024 .......ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiienn. BAB II-10

Perkembangan  Kelautan dan  Perikanan di

Perkembangan Lahan  Kritis di Kabupaten
Mulkomiilko RAR 1I-14

Perkembangan Rasio Elektrifikasi di Kabupaten

Mukomuko Tahun 2020-2024................... BAB II-16
Perkembangan Ketahanan Pangan di Kabupaten
Mukomuko Tahun 2020-2024................... BAD 11-1S

Perkembangan per Kapita Sebulan di Kabupaten
Mukomuko Tahun 2023-2024................... BAB II-21

Perkembangan Lingkungan Hidup di Kabupaten

Aoalomammaals L

Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses
Sanitasi Layak di Kabupaten Mukomuko Tahun
2020-2024 RAR 1i-25
Perkembangan Rumah Tangga yang menempati RLH
di Kabupaten Mukomuko 2020-2024 ........ BAB II-26

Perkembangan Indeks Risiko Bencana di Kabupaten

Perkembangan Jumlah Satlinmas di Kabupaten

Mukomuko Tahun 2020-2024................... BAB II-31
Jumiah Pendudulk Usia Produktif dan Non Produlktif
di Kabupaten Mukomuko Tahun 2020-2024............

................................................................. BAB II-33
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten
Mukomuko Tahun 2020-2024................... DAD II-41

Perkembangan Sarana Kesehatan di Kabupaten

RV el o
ILJRNR . ARISERRE SN



Tabel 2.17

Tabel 2.18

Tabel 2.20

Tabel 2.21

Tabel 2.22

Tabel 2.23

Tabel 2.24

Tabel 2.25

Tabel 2. 27

Klasifikasi Rumah Sakit dan Akreditasi Rumah di

Kabupaiten Mukomuko Tahu

2023 ... BARITI-458
Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama
Sekolah di Kabupaten Mukomuko Tahun 2020-2024

................................................................. BAB 11-48
demdnn e T nmn e e e m e Vet e A p= | Aoy
Ditaruad \cauaau I\CLC tlsd.l\cl_’lddll iy g x\duur)du: ¥ &

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut
Kabupaten/Kota Tingkat Pengangguran Terbuka

fATYTY A-.._... IK.- -mamm s Ve TN T e e
kll_ l} K.JI !'\rl_l)u L ivh f

Perkembangan Inovasi dan Pengembangan di
Kabupaten Mukomu
................................................................. BAB II-68
Inovasi Perangkat Daerah dalam Penguatan IPTEK
untuk Meningkatkan Daya Saing Kabupaten

LY PR I R T o e TOATY TT_70
R T TR ¥ 0 A 1212 1= f U

Distribusi Persentase Industri Pengolahan Produk
Domestik Regional Bruto Atas Harga Berlaku

Menurit Lapangan Usaha di Kabupaten Mukomuiko
(persen) Tahun 2020-2024 ...............c....e.. BAB 1I-134
Distribusi Persentase Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum Produk Domestik Regional Bruto Atas

Dasar llarga Denaxku Menurut Lapangan Usahna di
Kabupaten Mukomuko (persen), 2020-2024.............
............................................................... BAB II-135
Distribusi Persentase lapangan (Jsaha FEkonomi

Kreatit Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar
Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di
Kabupaten Mukomuko (persen), 2020-2024.............



Tabel 2.28

Tabel 2.30

Tabel 2.31

Tabel 2.32

Tabel 2.33

Tabel 2.34

Tabel 2 35

Tabel 2.36

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten
Mukomuko (miliar rupiah), 2020-2024.... BAB 11-140

T3 mande s w2 s T
Tt tattially, r

T mdas b s =3
L7ESLEIIUISE

Perikanan; Konstruksi; Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Produk

{persen), 2020-2024 .....comsssssmmanssonsmesis s BAB II-145

Distribusi Persentase Perdagangan Besar dan

Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mukomuko
(persen} 2020-2024 . BARBII-14p

Distribusi Persentase Transportasi dan Pergudangan
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten
Mukomuko (persen), 2020-2024. ... BAD 1I-146

Distribusi Persentase Industri Pengolahan Produk
Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

(persen), 2020-2024 .........coimiiininiiiniininnns BAB 11-147
Perkembangan Industri Kecil dan Menengah
Kabupaten Mukomuko Tahun 2020-2024................

P R S P P R N R s

Tahun 2020-2024 . ..c:oussmcssnsvnissnnrnsnmmmmans BAB II-150
Perkembangan Inflasi Di Kabupaten Mukomuko
Tahun 2024-2025 ... .., BAB 1I-155
PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten
Mukomuko Tahun 2020-2024................. BAB 11-157
di Kabupaten Mukomuko Tahun 2020-2024 ............
.......................................................... BAB 11-1060



Tabel 2.38

Tabel 2.39

Tabel 2.40

Tabel 2.41

Tabel 2.42

Tabel 2.45

Tabel 2.46

Tabel 2. 47

Tabel 2.48

Tabel 2.49

Tabel 2.

(911

0

Tabel 3.1

Perkembangan Keuangan Daerah di Kabupaten
Mulkomulko Tahun 2020-2024 . BARII-164

Perkembangan Kepegawaian di Kabupaten

Mukomuko Tahun 2020-2024................. BAB II-167
Perkembangan  akuntabilitas dan  Reformasi
Dirokrasi di Kabupaten Mukomuko Tahun 2020-
2024 e BAB II-169
Perkembangan Pengawasan Pemerintahan  di
Kabupaten Mukomuko Tahun 2020-2024
............................................................... BAB II-171
Perkembangan Peraturan di Kabupaten Mukomuko
Tahun 2020-2024 ...... eeriiirnirieiiiinnenn. .. BABTI-174
PETKembangan RKomuiiikasi dqan O nlornmasi  di
Kabupaten Mukomuko Tahun 2020-2024................
............................................................... BAB II-177
Perkembangan Penanganan Kasus Pelanggaran

Perkembangan Rasio Satlinmas di Kabupaten

Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Kabupaten

Perkembangan Kesatuan Bangsa dan Politik di
Kabupaten Mukomuko Tahun 2020-2024 ...... P

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk 5 (lima)
1ahOn terakhir ... comssmsssmmsmssassesisaisss BAB II-188
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD  Kabupate

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional
tas Dasar i

i Kabupaten Mukomuko (Persen), 2020-2024

c
@
&
o
o.



Tabel 3.2

Tabel 3.3

Tabel 3.4

Tabel 3.5

Ml T
L ALIETE D,

ch

Tabel 3.7

Tabel 3.8

Tabel 3.9

Tabel 3.10

Tabel 3,11

Tabel 3.12

Mukomuko (miliar rupiah), 2020-2024....... BAB IiI-6
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten
Wil s Ly as wre Koo, amere SRS s | e e o &
viuinuittuunGg { 111113 xuyxcux‘u;
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut
Kabupaten/Kota Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT) di Kabunaten Mukomuiko 2020-2024

.................................................................. BAB 111-9
Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Nilai
Perkembangan 1nhasi Kabupaten Mukomuko Tanun
ZU2D o cvnriemnrsnssnsmarmssmrismsnnssnnssnsins donsbomisens BAB III-15

Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Mukomuko

Tahun 2025-2D27 ... . iiiirascissassnensssass BAB III-48
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko
TABUR 2024 .. ..o ticie i insss haies ks kambbiisansses DAD 11i-5%
Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Mukomuko
Tahtin 2025-2027 ... oomcsimerisnonminassvsnsmsnns BAB III-55
Realisasi Pembiavaan Daerah Kabupaten Mukomuiko
Tahun 2024 . ..ooonvnsminmansmmsmssmnmsnrssnsensssons BAB lII-61
Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2025-2027.................. BAB I11-62
Proyexsi Kerangka Pendanaan Kabupaten
Mukomuko Tahun 2026........cc..ceevveenenen.e. BAB I1I-63
Perbandingan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi

Misi pembangunan pada RPJMN, RPJMD Provinsi,
RPJMD Kabupaten Mukomuko .................. BAB V-8



Tabel 4.4

Tabel 4.5

Tabel 6.

-k

Penyelarasan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,
Strategi dan  Arah  Kehijakan Pembanguna
Kabupaten Mukomuko...............cooi. BAB IV-57
Sinkronisasi Visi, Misi, dan Program RKPD dengan

Prioritas Daerah Kabupaten, Prioritas Daerah

Indikator Kinerja Misi Pemerintah Kabupaten

MukomukKo ......couieiiiiiiiiiii BAB IV-144
Pokok-Pokok Pikiran DPRD pada Aplikasi SIPD .
.............................................................. BAB IV-187
Usalan Aspirasi Daerah Kabupaten Mukomuko Pada
Aplikasi STPD ... BAB IV-238
Rumiusan RNeéincana rogram, Regiatan, Qan

Subkegiatan Prioritas Pembangunan Kabupaten
Mukomuko Tahun 2026 serta Prakiraan Tahun 2027
Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Kabupaten Mukomuko Tahun 2026...

TOYATY VIT_D
............................. hecmcaceccssncsscsssssnassanscnnsress AL VTV



Gambar 2.
Gambar 2.

Gambar 2.

yambar 2.

Gambar 3.

Gambar 2.1

12

[y
w

N\

DAFTAR GAMBAR

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten

Mukomuko Periode Pelaksanaan Tahun 2024 ......
............................................................... BAB II-3
Jumlah Penduduk (Ribu).........ccceuenn.n.e. BAB II-31
Laju Pertumbuhan Pendudulk (%) .BAR 11-32
Kepadatan Penduduk (Penduduk/Km? ................
............................................................. BAB II-33
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)............ BAB I1-35
Tndeks Gind oo DBAD I1-36
Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan ..........
............................................................. BAB II-37
Penduduk Miskin (%) ... ... . BAR Ti-38
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) ....... BAB [I-38
Indeks Pembangunan Manusia.............. BAB II-39
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender di
Kabupaten Mukomuko 2020-2024 ........ BADB II-57

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender di

Kabupaten Mukomuko 2020-2024 ........ BAB II-58

Perkembangan Indeks Pembangiinan Manusia di
Kabupaten Mukomuko 2021-2024 ........ BAB II-63
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Mukomuko Tahun 2021-2024

B

Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Mukomuko

Tahun 2019-2024 ..., BAB III-14
Perbandingan  Inflasi Year-on-Year (v-on-vi

Kabupaten Mukomuko Tahun 2024 dan Semester

[ Tahun 2025 ..., BAB III-16
Peta Kawasan Strategis...................... BAR 1V-184
Peta Rencana Struktur...ooeeeeveeeen... BAB TV-185



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Perencanaan embangiinan Nasgional

......... AL Ly AL CLLRETeLER = i iinriiiall Nt 1ty

=

an
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dimana dalam

penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Daerah

berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah

Berkaitan dengan adanya perkembangan yang terjadi
dalam satu Tahun anggaran di Kabupaten Mukomuko, untuk
itu RKPD Kabupaten Mukomiuko Tahuin 2 Fang merupakail
dokumen perencanaan Tahunan dan dengan memperhatikan
hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada Tahun berjalan,
maka perlu dilakukan  dengar
perkembangan ekonomi yang tidak sesuai dengan asumsi
kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, sehingga
mempengaruhi prioritas dan sasaran pembangunan, serta

-~ - b s dn

- —~ -~ amana A~ ~ Ammae~la.
1Clicaiia }uusx‘ i1 Uiy CSLdell PJ.LUJ.ILCI.D Uacial
yang menyebabkan saldo anggaran lebih Tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk Tahun berjalan; (3)
pagu kegiatan
lainnya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan
dokumen perencanaan vang disusun dengan maksud untuk
O | TRC R, T P, U . RN S (I S
=S N -S81 PCI xuculzuuau 1 auuuau BCIJﬂEﬂJ Aanitsat

adanya beberapa pada proses perencanaan yang sudah

ditetapkan serta ~menjamin konsistensi perencanaan

mbangiinan dan

kerangka keuangan daerah serta rencana program/ Kkegiatan

berdasarkan evaluasi triwulan 2. Hal ini menjadi pedoman

BABI-1




RKPD Tahun 2026 dilaksanakan melalui beberapa tahapan
vakni dimulai dari penyusunan Rancangan RKPD, Penyusunan,

Perumusan Rancangan Akhir RKPD, Penetapan RKPD.

BA s e e e -~ e mdeam el P e e e IRIYARINY P
1vu:usus L PUDI§1 Sty u:sla LAURLIEIITES ININD 2 Licdic i
penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah

dikemukakan di atas, maka harus direncanakan secara

komnrehensif seiak awal tah

...... - = as 22322 2

apan pen
penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen
RKPD yang berkualitas. Dalam hal ini telah memenuhi kriteria
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik a Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pemban

- |

Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Keria

1. s mwnls masdsvsss Vaiaa
P 1#aciarl, aiitaia iairi.

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan
eviangan iatan RKPD

el up M a8l S Ss8 2] 4 ~==3 =2 AT A VRS2 Rl =T A

berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih Tahun
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk Tahun
3. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah serta
lainnya.

Dalam pelaksanaan 2

nggaran disadari hahwa kehiia

anggaran Pemerintah Pusat Tahun 2026 berdampak secara
langsung terhadap APBD Tahun 2026, demikian pula kinerja
pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2026 secara
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021-2026. Menyikapi proyeksi - baik yang berkaitan dengan

program/kegiatan untuk Tahun yang berjalan perlu di
sesuaikan sejalan dengan amanat RPJMD dan mengakomodir
RPJM Nasional Tahun 2026-2029.
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Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang

mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman

bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang—Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang

menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penvusunan

penganggaran, RKPD Tahun 2026 yang ditetapkan dengan

Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan KUA
dan PPAS uniuk menyusun APRD Tahun 2026,

RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala
daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun
fn Lol DDN A1l cmciisd G

perkembangan keadaan dalam Tahun berjalan, maka dapat
dilakukan.

dengan Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan
kegiatan APBD Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2026

sampai dengan Triwulan dua Tahun 2026 dan perkembangan

dengan asumsi-asumsi terbaru. Penyusunan RKPD dilakukan
untuk mewujudkan program pembangunan Kabupaten
Mukomiuiko vang terintegrasi dan |
visi, misi dan amanat RPJMD 2021-2026, sebagai pedoman bagi
Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko dalam menyusun
Rencana Keria (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026, dan
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Mukomuko Tahun 2026.
1.2 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2026 disusun untuk
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan

6 merupakan bagian dai
perencanaan pembangunan nasional, dan bagian dari
pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu (e-
planning dan e-budgeting} sebagai suatu kesatuan
terpisahkan. Dokumen RKPD Tahun 2026 menjadi bag1an yang
tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten

APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS])
dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD).

Dalam praktiknya penvusiuinan RKPD 2026 juga disusun
dengan memperhatikan kebijakan tingkat  Nasional.
Penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

vang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan

demikian dokumen RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2026
dapat lebih integratif, komprehensif, sinergis, dan konstruktif.

I

engan nroses dan siuibstansi materi vang lengka
proses yang sistematis, RKPD ini diharapkan dapat menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, Dokumen RKPD

(KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPASP).
Selanjutnya KUPA dan PPASP ini dijadikan dasar untuk

nenviisiinan

Daerah (PD) Tahun 2026. Kedua dokumen ini dijadikan dasar

untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Mukomuko Tahun




Kabupaten Mukomuko Tahun 2026.

Hubungan  antar dokumen  Perencanaan  dalam

penyusunan RKPD adalah sebagai berikut:

1.

RKPD dan RPJMD Kabupaten Mukomuko
Kedudukan RKPD  Tahun 2026  merupakan

., TUIDDISC v o SOOI ¢ TR ~
1 P é é nencaiia

Pembangunan Jangka Menengah  Daerah (RPJMD)
Kabupaten Mukomuko Tahun 2025-2029. Hal ini konsisten

dengan Undang-iindang Nomor 25 Tahun 2004 tentan
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan
kedudukan RPJMD adalah sebagai pedoman dalam

penvusunan RKPD. Muatan RKPD vang merupakan

RPJMD, dimana RKPD berfungsi sebagai pedoman bagi

Perangkat Daerah dalam Menyusun Rencana Kerja Perangkat

Daerah (REN.JA-PD) vang tetan mengacu nada

Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD). Perencanaan

Rencana
pembangunan merupakan suatu proses vang direncanakan
untuk menuju ke arah yang lebih baik. Aspek pembangunan
i Sumiﬁ}; suGayva, EKOI0 yaiig
konservasi lingkungan agar pembangunan yang

berkelanjutan tetap terjaga.

awal dalam suatu proses pembangunan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan

mengoptimalkan potensi sumber daya vang tersedia,

mendayagunakan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber

Daya Manusia sehingga memiliki kemanfaatan yang lebih

baik bagi masvaraka

- Sl CL VY L L
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RKPD dan RTRW Kabupaten Mukomuko

Penyusunan RKPD memperhatikan dan

mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang




menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan

ng daer di Ka aten

Mukomuko. Perencanaan pembangunan yvang berorientasi
pada kewilayahan akan memberikan kejelasan terhadap
sasaran serta target objek pembangunan berbagai macam
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menghasilkan pembangunan yang lebih efektif, efisien dan
bermanfaat secara maksimal di setiap wilayah pembangunan.
2. RKPD dan Rencana Keria Perang
RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana

Kerja Perangkat Daerah (PD) Tahunan. RKPD disusun untuk
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggarain, peElaxksainaan | dan  pengawasan | seita

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

APBD (KUA), Prioritas dan Platon Anggaran Sementara (PPAS)
dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
(PD).
1-3 Lu:x&uaan. }lunuzn
Adapun dasar penyusunan RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun

2026 adalah sebagai berikut :
i.Un

dang-iindan Nomor 9 Tahun
Pembentukan Provinsi Bengkulu Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

N
-
+

Pembentukan Kabupaten Kaur, Seluma, dan Mukomuko

di Prop1n31 Bengkulu (Lembaran Negara Repubhk

Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia Nomor 4286};

BAB I-6




Undang—undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemabaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun
2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Udang-undang

—

Lembaran Negara Renuiblik Indonesia Tahuin 2023 Nomor

41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 69871

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) Tahun 2026-2029 (Lembaran Negara Republik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Neg
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
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Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara




10.

11.

12.

159

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Tahun 2025 Nomor 435);
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun

2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Bengkulu Tahun 2023 Nomor 3j;

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun

L A
IR -SHACESS

20724 tentang Rencana Pembangunan .Jangka Paniang
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2026-2045 (Lembaran
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun

DT dbememdmamme T mam o mmvm m M mden TIas mam L YL P B Ll e e
LU LL 1Tl 15 INClitalia ftala \unus VV Llctvdl& ISQL.MAPCLLCLI.
Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko

Tahun 2012 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2026-2029
(Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2024

P Ay
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1.4 Maksud dan Tujuan
1.4.1 Maksud

Secara umum, penyusiinan RKPD  Kabupaten

Mukomuko Tahun 2026 dimaksudkan untuk:

a.

Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan

berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro

p
Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses
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Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;

Meninglkatlkean akuntahilitas pemanfaatan sumhberdaya dan

s Y -

¥

keuangan publik;
e. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur,

perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga

f. Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan

pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan

daerah serta tercintanvya efisiensi alokasi sumber dava

dalam pembangunan daerah.
1.4.2 Tujuan

a. Untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan
daerah antar-wilayah, antar-sektor pembangunan, dan
serta uniuk mewuitdkan
efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
b. Adanya tersedianya dokumen perencanaan tahunan
sebagai pedoman penvusunan dan pelaksanaan rencana
ah;

c. Sebagai Landasan Penyusunan KUA dan PPAS untuk

n
¢)]
"t

menyusun RAPBD; dan

(R

Mewuiudkan konsistensi onrosram dan sinkronisasi
pencapaian sasaran RPJMD.

1.5 Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD

Dokumen RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2026

BABI PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, dasar hukum

antar dokumen

maksud dan

tujuan serta sistematika dokumen RKPD.
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat tentang kondisi umum kondisi da_erah, evaluasi




BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN
DAERAH
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu
dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain

mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah,

daerah yang diperlukan dalam  pembangunan

perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah,

e e el e e B e mta A
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analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD
tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam
RPJIMD identifikasi permasaiahan ditingkat daerah dan
nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta

kerangka pendanaan.

BARB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan
evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun

rencana (RKPD) dan capaian kineria van

dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas

harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

DAERAH

Mengemukakan indikator kinerja pencapaian visi dan

misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada

tahun 2026,

BAB VII PENUTUP

Bab ini memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai

dengan kebutuhan.
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